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PENDAHULUAN

Untuk menjalankan suatu negara dengan baik diperlukan sistem ketatanegaraan yang
tepat. Sistem yang tepat harus dapat menjalankan fungsi-fungsi negara dengan maksimal
sehingga negara dapat memenuhi tujuan nasionalnya. Selain itu sistem ketatanegaraan harus
bisa menyesuaikan dan merepresentasikan kondisi dari negara tersebut secara tepat agar tata
negara yang terbentuk sesuai dengan keinginan masyarakat dari negara tersebut. Sebagai salah
satu negara terbesar di dunia, Amerika Serikat menggunakan sistem bikameral atau sistem “dua
kamar” dalam pemerintahan dan tata negaranya. Sistem bikameral di Amerika Serikat
memberikan kekuasaan legislatif kepada Kongres Amerika Serikat yang dalam pemerintahan

mereka akan dijalankan oleh dua Lembaga yaitu senate dan house of representative (Dewan
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Perwakilan Rakyat milik Amerika Serikat).! Sistem bikameral telah memiliki sejarah yang
panjang dan kompleks, serta mengalami berbagai perubahan dan tantangan seiring dengan
perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Amerika Serikat. Pada Esai ini akan dipaparkan
mengenai kelebihan dan kekurangan sistem bikameral, serta memberikan rekomendasi untuk

meningkatkan efektivitas dalam penerapannya di Amerika Serikat.

PEMBAHASAN
Sejarah Penerapan Sistem Bikameral di Amerika Serikat

Sistem bikameral, yang terdiri dari dua lembaga legislatif, yaitu Senat dan Dewan
Perwakilan Rakyat, telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Amerika Serikat
sejak pendiriannya. Penerapan sistem bikameral ini dalam konstitusi Amerika Serikat memiliki
akar historis yang kuat dan didasarkan pada prinsip perwakilan yang beragam. Sejarah
penerapan sistem bikameral di Amerika Serikat bermula dari pengaruh yang dirasakan oleh
para pendiri negara dari berbagai sumber, termasuk pemikiran politik Eropa, pengalaman
kolonial, serta pengaruh filsuf politik seperti John Locke dan Baron de Montesquieu. Salah
satu sumber utama penerapan sistem bikameral ini adalah kompromi yang dicapai dalam

Konvensi Konstitusi pada tahun 1787 di Philadelphia.

Pada saat pembentukan konstitusi, terdapat perbedaan pendapat di antara para delegasi
mengenai struktur lembaga legislatif. Terdapat dua pandangan utama yang saling bersaing.
Pertama, ada yang mendukung "The Virginia Plan" yang menyerukan pembentukan satu badan
legislatif yang berdasarkan representasi proporsional terhadap jumlah penduduk negara
bagian.? Kedua, ada yang mendukung "The New Jersey Plan" yang menyerukan adanya sistem
perwakilan yang setara di antara negara-negara bagian. The New Jersey Plan adalah proposal
untuk struktur pemerintahan federal Amerika Serikat yang disampaikan oleh William Paterson
pada Konvensi Konstitusional tahun 1787. Rencana ini dibuat sebagai respons terhadap
Virginia Plan. Tujuan Paterson adalah untuk menciptakan rencana yang memastikan negara-

negara kecil akan memiliki suara dalam legislatif nasional.?

1'U.S Govemnment, The Constitution of the United States (United States, n.d.).

2 Avery Gordon dan Kalley Munson, “The Virginia Plan of 1787,” last modified 2022, diakses Juni 30,
2023, https://study.com/academy/lesson/the-virginia-plan-description-facts-quiz.html.

3 Robert McNamara, “What Was the New Jersey Plan?,” last modified 2019, diakses Juni 30, 2023,
https://www.thoughtco.com/new-jersey-plan-4178140.



Untuk mencapai kesepakatan, para pendiri negara akhirnya menemukan kompromi yang
dikenal sebagai "The Great Compromise" atau "Connecticut Compromise." Kompromi ini
menciptakan struktur bikameral dengan adanya Senat yang memberikan representasi yang
setara untuk setiap negara bagian (mengadopsi prinsip The New Jersey Plan) dan Dewan
Perwakilan Rakyat yang memberikan representasi proporsional terhadap jumlah penduduk

(mengadopsi prinsip The Virginia Plan).

Senate dan House of Representative

Dua lembaga legislatif yang ada pada legislatif Amerika Serikat berdiri dengan mewakili
kepentingan yang berbeda, Senate hadir sebagai wakil untuk kepentingan negara sedangkan
House of Representative (HoR) hadir sebagai wakil rakyat. Dalam hal keanggotaan, Senate
berisikan wakil dari setiap negara bagian di Amerika Serikat. Setiap negara bagian
mengirimkan dua orang wakilnya, dengan begitu jumlah keanggotaan senate adalah 100 orang.
Menjadi seorang senate tidaklah membutuhkan persyaratan yang terlalu sulit. Untuk mendaftar
sebagai calon Senate seseorang hanya perlu berumur minimal 30 tahun, telah menjadi warga
Amerika Serikat selama sembilan tahun, dan harus telah menjadi penduduk negara bagian yang

akan diwakili saat pemilu berlangsung.

Meskipun memiliki persyaratan pendaftaran yang tidak terlalu sulit, tanggung jawab
yang dimiliki seorang Senate tidak dapat diremehkan. Senate memiliki tugas-tugas utama yang
telah diatur Kkonstitusi sebagai berikut.* Pertama, menyepakati atau menolak perjanjian
internasional. Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden memiliki kekuasaan untuk
membuat perjanjian internasional, namun perjanjian tersebut harus disetujui oleh dua pertiga
anggota Senat yang hadir. Hal ini dapat diartikan bahwa Senat memiliki peran penting dalam
menentukan apakah perjanjian-perjanjian internasional tersebut dapat diterima atau ditolak.
Kedua, Persetujuan pengangkatan jabatan-jabatan. Konstitusi mengatur bahwa Senat
berwenang memberikan persetujuan untuk pengangkatan pada beberapa jabatan tertentu yang
diusulkan oleh Presiden. Jabatan-jabatan tersebut termasuk pengangkatan hakim Mahkamah
Agung, menteri kabinet, duta besar, dan pejabat pemerintahan lainnya. Ketiga, Mengadakan
sidang pengadilan dalam kasus pemakzulan. Ketika seorang pejabat pemerintahan didakwa
untuk dimakzulkan (Impeachment), Senat bertindak sebagai pengadilan untuk memutuskan

apakah pejabat tersebut bersalah atau tidak bersalah. Proses pemakzulan ini mencakup

4 U.S Government, The Constitution of the United States.



penyelidikan, sidang, dan pemungutan suara oleh anggota Senat. Keempat,menyepakati atau
menolak undang-undang. Sebelum suatu undang-undang dapat disahkan, undang-undang
tersebut harus melalui persetujuan dari kedua lembaga legislatif Amerika Serikat, yaitu Senat
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat memiliki peran dalam menyepakati atau menolak
undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, Memberikan saran dan
persetujuan dalam proses pemilihan. Saat Presiden Amerika Serikat ingin mengangkat seorang
pejabat kunci, seperti hakim Mahkamah Agung, Senat dapat memberikan saran dan persetujuan
dalam proses pemilihan tersebut. Senat juga dapat memiliki peran penting dalam pemilihan

lainnya, seperti pemilihan wakil presiden yang telah diatur oleh Konstitusi.

Berbeda dengan Senate yang hanya memiliki 100 anggota, House of Representative
(HOR) terdiri dari 435 anggota yang mewakili distrik masing-masing. Masa jabatan seorang
HOR juga terbilang singkat dibanding senate, yaitu hanya dua tahun. Syarat untuk menjadi
HOR hampir mirip dengan syarat menjadi Senate, hanya terdapat sedikit perbedaan pada
beberapa bagian. Untuk menjadi seorang anggota HOR seseorang harus berusia minimal 25
tahun, telah tinggal selama minimal 7 tahun, dan merupakan penduduk negara bagian yang

diwakili saat pemilu.

Sama halnya dengan Senate, House of Representative memiliki syarat pendaftaran yang
mudah namun juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Berikut tugas utama HOR
yang telah diatur oleh konstitusi.’> Pertama, merumuskan dan mengusulkan undang-undang,
HOR memiliki peran utama dalam merumuskan dan mengusulkan undang-undang. Anggota
HOR dapat mengajukan, membahas, dan memberikan suara atas undang-undang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Kedua, merepresentasikan
rakya. Seperti namanya, anggota HOR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam
pemilihan umum dan tentunyabertugas untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di
tingkat federal. Mereka diharapkan wuntuk mendengarkan konstituen mereka,
mengartikulasikan kepentingan mereka, dan berusaha memperjuangkan kebijakan yang sejalan
dengan suara rakyat. Ketiga, persetujuan anggaran. HOR memiliki kekuasaan dalam
mengajukan, memodifikasi, serta mengesahkan anggaran federal. Mereka bertanggung jawab
untuk menetapkan kebijakan keuangan dan pengeluaran pemerintah federal, termasuk

mengesahkan undang-undang menyangkut anggaran tahunan. Keempat, Pengawasan terhadap

3 Ibid.



Eksekutif. HOR memiliki peranan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksekutif
atau pemerintahan. Anggota HOR dapat memeriksa dan mengawasi tindakan pemerintah,
termasuk penggunaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, dan kegiatan administratif lainnya.
Kelima, pemakzulan. Menurut konstitusi, HOR memiliki kekuasaan untuk memulai proses
pemakzulan (impeachment) terhadap pejabat pemerintahan, termasuk Presiden. Hal ini dapat
dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran serius, HOR dapat menyelidiki, mengajukan
tuduhan, dan memberikan suara untuk melanjutkan proses pemakzulan. Keenam, penentuan
kebijakan publik, HOR memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan
publik di tingkat federal. Mereka dapat mempengaruhi agenda legislatif, membentuk komite-
komite untuk membahas isu-isu tertentu, dan berpartisipasi dalam perdebatan dan perumusan

kebijakan di dalam lembaga legislatif.

Kelebihan Implementasi Sistem Bikameral

Dalam pengimplementasiannya ke dalam pemerintahan Amerika Serikat, sistem
bikameral memiliki kelebihan sebagai berikut.® Pertama, sistem bikameral dapat mewakili
kepentingan dari rakyat Amerika Serikat yang beragam. Seperti yang diketahui bahwa Amerika
Serikat adalah negara yang terdiri dari negara bagian, wilayah, etnis, agama, dan kelompok
sosial yang berbeda-beda. Dengan adanya sistem dua kamar yang memiliki komposisi dan
fungsi yang berbeda, sistem bikameral dapat mencerminkan prinsip federalisme dan checks
and balances dalam pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Senat memberikan perwakilan
yang sama bagi setiap negara bagian, tanpa memandang jumlah penduduknya, sehingga dapat
melindungi hak-hak negara bagian yang lebih kecil atau lebih lemah. Sementara itu, Dewan
Perwakilan Rakyat memberikan perwakilan yang proporsional bagi setiap negara bagian,
sesuai dengan jumlah penduduknya, sehingga dapat menampung aspirasi rakyat yang lebih luas
atau lebih mayoritas. Kedua kamar juga memiliki fungsi yang saling mengawasi dan

mengimbangi satu sama lain, serta dengan cabang eksekutif dan yudikatif dalam pemerintahan.

Kedua, sistem bikameral dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas legislasi yang
dihasilkan oleh pemerintah. Dengan adanya proses pembahasan dan pengesahan yang
melibatkan dua kamar, sistem bikameral dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan,

korupsi, atau pengaruh lobi yang berlebihan dalam pembuatan undang-undang. Contohnya,

6 Widayati Widayati, “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum
44,n0.4 (2015): 415.



Senat memiliki peran untuk menyetujui atau menolak nominasi pejabat publik yang diajukan
oleh presiden, seperti hakim agung atau duta besar. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki peran untuk mengawasi penggunaan anggaran negara oleh pemerintah, seperti
melalui komite audit atau investigasi. Kedua kamar juga harus saling berkonsultasi dan
berkoordinasi untuk mencapai kesepakatan terhadap setiap rancangan undang-undang yang

diajukan oleh salah satu kamar atau oleh presiden.

Ketiga, sistem bikameral dapat menyeimbangkan kekuasaan antara mayoritas dan
minoritas dalam pemerintahan. Dengan adanya dua kamar yang memiliki hak veto satu sama
lain, sistem bikameral dapat mencegah terjadinya tirani mayoritas atau dominasi minoritas
dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya, Senat dapat menghalangi atau mengubah
rancangan undang-undang yang dianggap merugikan atau tidak adil bagi negara bagian atau
kelompok sosial tertentu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak atau
merevisi rancangan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau

aspirasi rakyat secara umum.

Kekurangan Implementasi Sistem Bikameral

Implementasi sistem bikameral tidak hanya menimbulkan keuntungan tapi juga terdapat
dampak buruk yang dibawa sistem tersebut. beberapa kekurangan yang ada pada sistem
bikameral adalah sebagai berikut. Pertama, sistem bikameral dapat menyebabkan inefisiensi
dan birokrasi dalam pemerintahan. Dengan adanya dua kamar yang harus menyetujui setiap
legislasi, sistem bikameral dapat memperlambat atau menghambat proses pembuatan undang-
undang yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Selain itu, sistem bikameral
juga memerlukan biaya yang lebih besar untuk menjalankan operasional dan administrasi
kedua kamar tersebut. Contohnya, sistem bikameral dapat menyebabkan terjadinya penundaan
atau kebuntuan dalam pengesahan undang-undang yang penting atau mendesak, seperti
undang-undang anggaran, reformasi kesehatan, atau imigrasi. Hal ini dapat disebabkan oleh
adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara kedua kamar, atau antara pemerintah dan
oposisi. Sementara itu, sistem bikameral juga membutuhkan sumber daya yang lebih banyak
untuk membiayai gaji, fasilitas, dan staf dari anggota kedua kamar, serta untuk mengadakan

pemilihan umum untuk memilih anggota kedua kamar secara berkala.

Kedua, sistem bikameral dapat menimbulkan konflik serta polarisasi politik dalam

pemerintahan. Dengan adanya dua kamar yang memiliki pandangan dan kepentingan yang



berbeda atau bertentangan, sistem bikameral dapat mempersulit terciptanya konsensus atau
kompromi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mengakibatkan deadlock atau
gridlock dalam pemerintahan, yang dapat mengganggu stabilitas dan kohesivitas nasional.
Contohnya, sistem bikameral dapat menimbulkan persaingan atau pertentangan antara partai
politik yang menguasai salah satu atau kedua kamar, atau antara partai politik yang mendukung
atau menentang presiden. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi, agenda,
tujuan, maupun strategi politik antara partai-partai politik tersebut. Selain itu, sistem bikameral
juga dapat memicu konfrontasi atau eskalasi antara cabang legislatif dan cabang eksekutif atau
yudikatif dalam pemerintahan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya upaya untuk
mengintervensi atau menggagalkan kebijakan atau program yang dijalankan oleh cabang-

cabang tersebut.

Ketiga, sistem bikameral dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam
representasi politik rakyat. Dengan adanya dua kamar yang memiliki basis pemilihan dan
perwakilan yang berbeda, sistem bikameral dapat menciptakan disparitas atau diskriminasi
antara negara bagian atau kelompok sosial yang lebih besar atau lebih kecil dalam jumlah
penduduk atau suara. Contohnya, Senat memberikan perwakilan yang tidak proporsional bagi
setiap negara bagian, tanpa memandang jumlah penduduknya, sehingga dapat memberikan
keuntungan atau pengaruh yang lebih besar bagi negara bagian yang lebih kecil atau lebih
jarang penduduknya. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan perwakilan yang
tidak setara bagi setiap negara bagian, sesuai dengan jumlah penduduknya, sehingga dapat
memberikan kerugian atau marginalisasi bagi negara bagian yang lebih besar atau lebih padat

penduduknya.

PENUTUP

Meskipun memiliki beberapa keuntungan dalam penerapannya, sistem bikameral juga
menimbulkan beberapa kerugian. Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas sistem
bikameral dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perlu dilakukan reformasi dalam
proses pemilihan dan perwakilan kedua kamar legislatif, agar lebih mencerminkan
proporsionalitas dan kesetaraan antara negara bagian atau kelompok sosial dalam rakyat
Amerika Serikat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan jumlah kursi atau suara setiap
negara bagian atau kelompok sosial sesuai dengan jumlah penduduk atau pemilihnya, serta
dengan menerapkan sistem pemilihan yang lebih demokratis dan inklusif, seperti pemilihan

langsung atau preferensial. Contohnya, Senat dapat mengubah jumlah kursi setiap negara



bagian dari dua menjadi tiga atau empat, sesuai dengan jumlah penduduknya, sehingga dapat
mengurangi disparitas antara negara bagian yang berbeda. Sementara itu, Dewan Perwakilan
Rakyat dapat mengubah sistem pemilihan dari pemilihan distrik menjadi pemilihan
proporsional. Kedua, meningkatkan proporsionalitas perwakilan di kedua kamar, misalnya
dengan menggunakan metode alokasi kursi yang lebih adil, seperti metode Webster atau Sainte-
Lagué, atau dengan menambah jumlah anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai
dengan pertumbuhan penduduk. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara
kedua kamar, misalnya dengan membentuk komite gabungan atau konferensi yang dapat
menyelesaikan perbedaan antara rancangan undang-undang yang disahkan oleh masing-
masing kamar, atau dengan mengadakan rapat bersama antara pemimpin kedua kamar secara
berkala. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di kedua kamar, misalnya
dengan menerapkan aturan etika yang ketat bagi anggota legislatif, seperti larangan menerima
sumbangan politik atau hadiah dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau dengan

mempublikasikan rekam jejak voting dan aktivitas legislatif setiap anggota secara online.



Daftar Pustaka

Gordon, Avery, dan Kalley Munson. “The Virginia Plan of 1787.” Last modified 2022.
Diakses Juni 30, 2023. https:/study.com/academy/lesson/the-virginia-plan-description-
facts-quiz.html.

McNamara, Robert. “What Was the New Jersey Plan?” Last modified 2019. Diakses Juni 30,
2023. https://www.thoughtco.com/new-jersey-plan-4178140.

U.S Government. The Constitution of the United States. United States, n.d.

Widayati, Widayati. “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia.” Masalah-Masalah

Hukum 44, no. 4 (2015): 415.



